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' Tunggu Dira, Terancam Tak Kelar

- HENTIKAN

ini saya perlihatkan ke hakim,” terangnya
" menambahkan.

Selain itu kata Zaenal, uang Rp292,5 juta‘

bukan berasal dari penyertaan modal, tapi uang
milik Wildan Abd Malik. Olehnya; tak ada bukti
administrasi, jika tersebut milik perusahaan.
Bahkan Zaenal juga mengakui mengerjakan
salah satu paket proyek untuk PD Sulteng diker-
jakan oleh perusahaan miliknya, yakni pengadaan
bibit kakao. Hanya saja, pekerjaan tersebut
berdasarkan MoU antara perusahaan dengan
; Dirut PD Sulteng. Sehingga proyek pengadaan
bibit kakao dengan alokasi anggaran Rp300 juta
. lebih, dilakukan sepenuhnya oleh PD, Sulteng.
| Baik itu' pengadaan maupun pengawasan.
Olehnya, jika penyelidik hanyatetap menunggu
tertangkap atau Dira menyerahkan diri kemudian
mengusut tuntas kasus tersebut, tanpa
mempertimbangkan' bukti yang ada sementara,
dipastikan penanganan kasus tersebut bakal lebih
lama terkatung-katung

Apalagi, kasus dugaan korupsi di PD Sulteng
diperkirakan akan memasuki babak baru. Hal itu
terjadi jika rekomendasi Panitia Kerja (Panja)
Tindaklanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan
DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, diserahkan ke
Kejati:Sulteng.

Pasalnya, Jumat (25/11), Ketua Panja
Tindaklanjut Temuan BPK Deprov Sulteng, As'ad
Lawali mengatakan, salah satu rekomendasi Panja
terkait Perusahaan Daerah (PD) Sulteng adalah
menyerahkan permasalahan hukum yang
kemungkinan besar terjadi di perusahaan plat
merah'itt ke aparat penegak hukum.

Rekomendasiitu diprediksi akan rampung pada
pekan depan. Pihaknya juga segera melaporkan
hasil kerja Panja kepada Pimpinan Deprov untuk
diparipurnakan.

Bahkan anggota Panja PD Sulteng, Asgar Ali
Djuhaepa: mengatakan, selain kerugian Rp 1 M
yang diderita PD Sulteng, dalam laporan hasil
pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2010,

sambungan dari hal. 1

mencantumkan bahwa Direksi PD Sulteng telah
melakukan kelalaian diantaranya, . telah
menghilangkan 103 unit asset tanpa persetujuan
gubernur, yang akhirnya merugikan keuangan
daerah. “Sesuai LHP-BPK RI, PD Sulteng merugi
secara kumulatif kurang lebih Rp1 miliar,” ujar
Asgar yang juga anggota Komisi Il DPRD Provinsi
(Deprov) Sulteng. Selain itu, Rencana Kerja
Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010
terlambat disusun. Bahkan, PD Sulteng tidak
membuat RKAP tahun 2011.

Saat ini ditunggu sikap penyelidik Kejati dalam
menuntaskan kasus dugaan korupsi jasa
konstruksi. Apakah tetap menunggu Dira Tamarina
tertangkaﬁ atau menyerahkan diri, atau
melanjutkan dengan mengacu fakta yang ada?

Jika penyelidik tetap bersikukuh menunggu Dira
Tamarina, maka dapat dipastikan kasus tersebut
akan semakin lama terkatung-katung tanpa ada
kejelasan. Apalagi jika rekomendasi Panja Deprov
Sulteng diserahkan ke Kejati Sulteng. ***
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Dira Tamarina ‘Hentikan’ Penyidikan PD Sulteng

PROSES penyidikan Ke;uksaun Tinggi (Kejati) Sulteng sekaitan
kasus dugaan korupsi dana jasa dan konstruksi tahun 2007 sekira
Rp1,3 miliar di Perusahaan Daerah (PD) Sulteng dengan

bersangka Dira Tamarina, terkesan *

terhenti’. Kondisi itu

" berlangsung sekitar satu tahun, sejak Dira Tamarina masuk
daftar pencarian orang (DPO) oleh Kejati.

Oleh: Frangky

‘Terhentinya’ penyidikan
terhadap kasus tersebut, akan
membuat penanganan kasus itu
kembali tertunggak tahun depan
(2012). Sebab tahun 2011
tinggal menyisakan satu bulan
beberapa hari.

Padahal penanganan kasus
dapat dikembangkan terkait
dugaan adanya keterlibatan
pihak lain dalam kasus itu,
dengan mengacu pada fakta-

fakta yang ada. Diantaranya
keterangan mantan Direktur
Utama PD Sulteng, Wildan Abd
Malik saat menjadi terdakwa
dalam kasus korupsi penge-
lolaan Ebony tebangan lama di
Pengadilan Negeri (PN) Palu.
Ketika itu Wildan mengatakan,
ada dana jasa konstruksi
sebesar Rp292,5 juta ke
Direktur PD Sulteng yang saat
itu dijabat Zaenal Abduh.

Bahkan Zaenal Abduh saat sebagai saksi kasus dugaan
selesai menjalani pemeriksaan korupsi dana jasa konstruksi

SIDANG kasus PD uI(eng dengan !ersangka Wildan Abdu\ Malik dl PN
Palu beberapa waktu lalu. Saat ini, penyidikan PD Sulteng berhenti karena
tersangka kunci, Dira Tamarina belum ditangkap. FoTo: DokiMs

oleh penyelidik Kejati Sulteng
pada, Jum’at (19 November
2010), pada wartawan
mengaku menerima uang dari
Wildan Abd Malik untuk
kegiatan jasa kons truksi
sebesar Rp292,5 juta.
Menurutnya, u'ang yang
diserahkan secara bertahap dan
dalam jangka waktu sekitar tiga
bulan oleh Wildan Abdul Malik
itu, langsung diserahkan ke
bendahara. “Ada bukti kwitansi
penyerahan uang,” tuturnya.
“Bukti tersebut telah saya
serahkan ke penyidik. Bahkan
saat sidang kasus dugaan
korupsi pengelolaan ebony
tebangan lama, bukti kwitansi

Baca HENTIKAN di hal 11




